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manusia yang berguna (Kata bijak Albert Einstein)

Alhamdulilah robbi alamin,segala puji agi Allah SWT tuhan penguasa semesta
alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya imiah skripsi yang sederhana ini
dipersembahkan diperuntuhkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :
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RINGKASAN

Nur Nida Fadilla. Juni 2023. KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN PERSERO
PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP BATALNYA AKTA
PERUBAHAN. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
No.26/Pdt.G/PN.BJM.) Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing: Prof. Dr.
Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum.

Persekutuan komanditer (CV) merupakan salah satu badan usaha yang banyak
digunakan oleh masyarakat Indonesia karena pendiriannya lebih mudah. Namun,
dalam praktek di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan
merujuk pada ketentuan pendirian, pendaftaran dan pengumuman firma
sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28
KUHD yaitu dengan dibuatkan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris sebagai
alat bukti peristiwa, kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang
berwenang dan diumumkan dalam surat kabar resmi.

Secara yuridis CV mengacu Pasal 19 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Permenkumham
Nomor 17/2018 sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (geldscheiter)
atau persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang
bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai
sekutu yang meminjamkan uang. Maka dapat terjadi pada saat yang bersamaan
persekutuan merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma didalamnya
dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang. Status seorang
sekutu komanditer dalam CV dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan
modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari uang,
benda atau tenaga pemasukannya saja, sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari
pengurusan perusahaan.

CV adalah perusahaan pelepas uang yang para sekutunya terdiri dari sekutu aktif
dan sekutu pasif, dimana sekutu pasif hanya menanamkan modalnya dan tidak ikut
mengurusi atau menjalankan perusahaan serta akan mendapat keuntungan dari
modal yang ia tanamkan, dan akan menanggung kerugian apabila perusahaan
mengalami kerugian sebesar modal yang ia tanamkan.

Dengan demikian sekutu komplementer sebagai sekutu yang berhak untuk
mengelola atau melakukan pengurusan terhadap persekutuan komanditer (CV)
disamping wajib memasukkan sesuatu dalam persekutuan sebagai inbreng dengan
tanggung jawab sampai kepada harta pribadinya, sedangkan sekutu komanditer
hanya memasukkan modal atau inbreng tanpa hak untuk terlibat langsung dalam
pengurusan persekutuan komanditer dan apabila ketentuan tersebut dilanggar maka
sebagai konsekuensi hukumnya sekutu tersebut bertanggung jawab sampai harta
pribadinya tidak hanya terbatas kepada pemasukannya saja.



Kesederhanaan dalam pembuatan pendirian perusahaan dalam bentuk Persekutuan
Komanditer (CV) sendiri, terdapat kelemahan-kelemahan yaitu tentang tidak ada
batasan antara harta pribadi dengan harta perusahaan, hal tersebut memicu adanya
beberapa kasus ketidakjelasan harta perseronya. Salah satunya dapat dikaji dalam
Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 26/Pdt.G/2016/ PN.BJM dimana
dalam perkara tersebut salah satu persero menggugat persero lainnnya setelah 8
tahun bekerja dan mendapatkan keuntungan namun secara prosedur akta perubahan
dibatalkan secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan No. 26/Pdt.G/2016/
PN.BJM.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah sebuah akta perubahan
Persekutuan Komanditer (CV) yang batal demi hukum dapat serta merta
menghilangkan hak privat (hak kekayaan pribadi) para persero; dan kedudukan
harta kekayaan persero persekutuan komanditer jika akta perubahan sebagai bukti
peristiwa dibatalkan karena hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
No. 26/Pdt.G/2016/PN.BJM.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan
untuk menjawab permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum
primer (peraturan terkait) dengan bahan hukum skunder (jurnal, buku, berita,
artikel). Kemudian kedua jenis hukum tersebut dianalisa secara deduktif dan
induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Batalnya akta perubahan oleh putusan pengadilan tidak serta merta
menghilangkan hak privat para perseronya karena kekayaan CV adalah milik semua
sekutu yang memasukan modalnya, mengacu Pasal 20 KUHD bahwa sekutu
komaditer hanya memikul kerugian sebesar uang yang dimasukan ke CV, tanpa
diwajibkan mengembalikan keuntungan yang dinikmatinya. Tetapi jika sekutu
komanditer melakukan pengurusan atau bekerja dalam CV, bertanggung jawab
secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semu utang dan perikatan CV
itu (Pasal 21 KUHD) dan sekutu komplemeter bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian CV (Pasal 19 KUHD).

2. Kedudukan harta kekayaan para persero CV dalam batalnya akta perubahan.
Untuk penyelesaianya perlu dilakukan pemberesan CV meliputi: 1) Tahap
pembubaran, mengacu Pasal 1646 KUHPerdata bahwa paling tidak ada empat hal
menyebabkan persekutuan berakhir yaitu, lewatnya masa waktu perjanjian
persekutuan, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi
pokok persekutuan, kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang sekutu meninggal
atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit; 2) Tahap Pemberesan,
diatur dalam Anggaran Dasar Akta CV, apabila Anggaran Dasar tidak menentukan,
Likuidator ditunjuk dalam Rapat Sekutu Terakhir. Apabila Rapat Terakhir ini tidak
ada, pengurus terakhir melakukan: 1)Menginventarisasi kekayaan persekutuan



perdata, 2) Menagih semua piutang persekutuan perdata dari debitornya; 3)
Melaksanakan hak reklame atas barang-barang yang masih ada di tangan pembeli,
menuntut pengembalian barang-barang yang ada di tangan pembeli atau pihak
ketiga; 4) Membayar semua tagihan kreditor persekutuan termasuk likuidator; 5)
Membagi sisa keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak sesuai peran
perseronya; 6) Likuidator dapat mewakili persekutuan; dan 7) Likuidator
melaporan lengkap kepada pengurus.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah sebuah akta pendirian
Persekutuan Komanditer (CV) yang batal demi hukum dapat serta merta
menghilangkan hak privat (hak kekayaan pribadi) para persero; dan bagaimana
kedudukan harta kekayaan persero.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Batalnya akta pendirian oleh
putusan pengadilan tidak serta merta menghilangkan hak privat para perseronya
karena kekayaan CV adalah milik semua sekutu yang memasukan modalnya,
mengacu Pasal 10-21 KUHD Kedua, Kedudukan harta kekayaan para persero CV
dalam batalnya akta pendirian. Untuk penyelesaianya perlu dilakukan pemberesan
CV meliputi: 1) Tahap pembubaran, mengacu Pasal 1646 KUHPerdata bahwa
paling tidak ada empat hal menyebabkan persekutuan berakhir yaitu, lewatnya masa
waktu perjanjian persekutuan, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan
yang menjadi pokok persekutuan, kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang
sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit; 2)
Tahap Pemberesan, diatur dalam Anggaran Dasar Akta CV, apabila Anggaran Dasar
tidak menentukan, Likuidator ditunjuk dalam Rapat Sekutu Terakhir. Apabila Rapat
Terakhir ini tidak ada, pengurus terakhir melakukan: 1) Menginventarisasi
kekayaan persekutuan perdata, 2) Menagih semua piutang persekutuan perdata dari
debitornya; 3) Melaksanakan hak reklame atas barang-barang yang masih ada di
tangan pembeli, menuntut pengembalian barang-barang yang ada di tangan pembeli
atau pihak ketiga; 4) Membayar semua tagihan kreditor persekutuan termasuk
likuidator; 5) Membagi sisa keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak
sesuai peran perseronya; 6) Likuidator dapat mewakili persekutuan; dan 7)
Likuidator melaporan lengkap kepada pengurus.

Kata Kunci: Kedudukan, Harta Kekayaan, Persero Komenditer, Putusan
Pengadilan Negeri Banjarmasin No.26/Pdt.G/2016/PN.BJM.
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Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan
taufik rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan,
akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini,
sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa
disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita
nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tab’in dan
pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa
mendapatkan bantuan, dorongan dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai
pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam
kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang
telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan
doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang
berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para
pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan
menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu:skripsi ini;

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakukltas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat;

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum. selaku Ketua Dosen
Pembimbing, atas kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dan
memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing seeta memberikan bantuan
berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan bantuan atas bimbingan dan
motivasinya;

3. Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah
memberikan arahan dan bimbingan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat;

4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan dan membuka
wawasan berpikir mengenai dunia hukum kepada penulis;

5. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
baik bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa
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disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis
menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

6. Kedua orang tua Saya, Riady dan Ina mutmainah, yang telah memberikan
dukungan, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa untuk penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;

7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun
untuk memperlancar proses perkuliahan;;

8. Rekan penulis khususnya Rahmat Halim Sapoetra yang selalu menemani penulis,
membantu penulis memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Rekan seperjuangan penulis selama kuliah Alfia Salsabila dan Nurliza Hartat1
yang telah memberikan segala dukungan dalam berbagai bentuk untuk
menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

10. Dan kepada semua pihak yang ikut turut serta membantu dalam kelancaran
penyusunan skripsi ini.

Peneliti, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai
sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan
menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih
menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi
mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri
pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan
manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan
kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan
berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut

Banjarmasin, 8 Juni 2023

Nur Nida Fadilla
NIM.1910211220188
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